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 BUPATI YAHUKIMO  
 

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR  :       TAHUN 2011 

 
TENTANG 

 
PENUNJUKAN TIM SATUAN KERJA DIPA LUNCURAN TAHUN ANGGARAN 2011 
DAN DIPA TAHUN 2011 PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

(PNPM) MANDIRI DAN RENCANA STRATEGI PEMBANGUNAN 
KAMPUNG (RESPEK) TAHUN ANGGARAN 2011 

BUPATI  YAHUKIMO, 
 

Lampiran : 1 (satu); 
 
 
Menimbang     :  a .  bahwa dalam rangka menindaklanjuti Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Rencana Strategi Nasional Pembangunan 
Kampung (Respek) Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Yahukimo, 
dipandang perlu membentuk Satuan Kerja guna pelaksanaan progam 
dimaksud; 

 
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan  

Bupati Yahukimo. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi 
Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian 
Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47); 

2. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001 tentang Otonomi  Khusus bagi 
Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 
(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4684 ); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten 
Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong 
Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten 
Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven 
Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan 
Kabupaten Teluk Wondama,  di Provinsi   Papua    (Lembaran   Negara    
Tahun    2002   Nomor 129);             

 
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53); 
 
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421); 

 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

 
 
Memperhatikan : Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor :41/935/SET tanggal 27 Maret 2008 

tentang Pembentukan Satuan Kerja Program Nasional Pembangunan 
Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Rencana Strategi Pembangunan Kampung 
(Respek). 

 
 

M E M U T U S K A N 
 

Menetapkan  :  
 
KESATU   :   Menunjuk Tim Satuan Kerja DIPA  Luncuran T.A 2011 dan DIPA 2011 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Rencana 
Strategis Pembangunan Kampung (Respek) Tahun Anggaran 2011, dengan 
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; 

 
KEDUA  :   Satuan Kerja dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsinya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
  

KETIGA  :  Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini 
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua 
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;  

 
KEEMPAT  :   Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari 

terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana 
mestinya. 

     
         Ditetapkan di : Sumohai 
          Pada Tanggal :  

 

 BUPATI  YAHUKIMO, 

 

 

ONES PAHABOL 
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 BUPATI YAHUKIMO  
 

SALINAN 
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  

NOMOR  :  38. A   TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

PENUNJUKAN TIM SATUAN KERJA DIPA LUNCURAN TAHUN ANGGARAN 2011 
DAN DIPA TAHUN 2011 PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

(PNPM) MANDIRI DAN RENCANA STRATEGI PEMBANGUNAN 
KAMPUNG (RESPEK) TAHUN ANGGARAN 2011 

BUPATI  YAHUKIMO, 
 

Lampiran : 1 (satu); 
 
 
Menimbang     :  a .  bahwa dalam rangka menindaklanjuti Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Rencana Strategi Nasional Pembangunan 
Kampung (Respek) Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Yahukimo, 
dipandang perlu membentuk Satuan Kerja guna pelaksanaan progam 
dimaksud; 

 
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan  

Bupati Yahukimo. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi 
Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian 
Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47); 

2. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001 tentang Otonomi  Khusus bagi 
Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 
(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4684 ); 

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten 
Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong 
Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten 
Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven 
Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan 
Kabupaten Teluk Wondama,  di Provinsi   Papua    (Lembaran   Negara    
Tahun    2002   Nomor 129);             

 
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53); 
 
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421); 

 
 
 
 
 
 

 



  

 
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

 
 
Memperhatikan : Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor :41/935/SET tanggal 27 Maret 2008 

tentang Pembentukan Satuan Kerja Program Nasional Pembangunan 
Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Rencana Strategi Pembangunan Kampung 
(Respek). 

 
 

M E M U T U S K A N 
 

Menetapkan  :  
 
KESATU   :   Menunjuk Tim Satuan Kerja DIPA  Luncuran T.A 2011 dan DIPA 2011 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Rencana 
Strategis Pembangunan Kampung (Respek) Tahun Anggaran 2011, dengan 
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; 

 
KEDUA  :   Satuan Kerja dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsinya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
  

KETIGA  :  Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini 
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua 
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;  

 
KEEMPAT  :   Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari 

terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana 
mestinya. 

     
         Ditetapkan di : Sumohai 
          Pada Tanggal : 18 April 2011 
 

 BUPATI  YAHUKIMO, 

CAP/TTD 

ONES PAHABOL 

 
Untuk salinan yang sah sesuai 

Dengan yang asli 
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN 
 
 
 

PAULUS MITA 
 


